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DATURAN DAERAN KOTA KUPANG
NORMOR 06 TAYUN 2002

HAN GALIAN GOL‘()\{J‘\\T C

GAN RATMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ALIKOTA KUPANG,

bahwa dengan beriakunya Undang-Undang Momor 22 Tahun
1999 tentang  Pemerintaban Daerah, maka daerah diben
kewenangen untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri:

bafiwa denevan  ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34
!’ hun 2000 tentang perubahan atas Undang- Undang Noimor
18 Tabun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah
maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak
Pengambiian dan Pengoiahar Bahan Galian Golongan C perlu
disesuarkan;

balwa I“;:\E\' Pengambilan Bahan Galian € merupakan salah
satu sumber pendapatan daerah vang penting guna membiayai
panbiavaar pemerintahan daerah dan pembangunan daeraiy
untuk memantapkan otonomt dacrah yang nyata, dinamis,
serast dan bertanggung jawab;

vanwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huvut a, hurut
b odan hurul ¢ diatas, maka perlu dibentuk dengan Peraturan
Dacran teatang pajak Pengambifan dan Pengelolahan Bahan
Gahan C.

Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Dacrah-dacrah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat. Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat I Kupang (Lembaran Negara
Tanun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor
36330

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesatan Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
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Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nornor
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5086) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 40487, :

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tenang Penagihan
Pajek dengan Surat Paksa {Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 42, Tambahan iLembaran Negara Nomer 3686);

Lindang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Dacrah (J.embaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negars Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahar Lembaran Negara
Nomor 3848): ‘

Undang-undang Nomoi 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara vang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme  (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75
Tamboahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah  (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah,
dan Rancangan Keputusan Presiden;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997

tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997

tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001

tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk
Hukum Daerah;

weputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001
tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001

tentang Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negert Nomor 24 Tahun 2001

tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

. Peraturan  Daergh  Nomor 16 Tahun 2000 tentang

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah (lembaran Daerah Tahun 2000
Nomor 16, Tambahar Lembaran Daerah Normor 72).
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Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PAJAK

PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

I =

o

o

13.
- Subjek Pajak adalah crang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak dacrah.
. Wayib Pajak adaiah ovang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan

L3

1a

Daerah adalah Kota Kupang.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Dagrah beserta perang,kat Daerah Kota Kupang
yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
Kepala Daerah adalah Walikota Kupang.
Pejabat adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang.
Dinaz Pandanatan Daerah adalah Ninas Pendanatan Naerah Kata Kiron e
Penyidik Pegawai Negeri Sipii  yang seianjutnya disebut PPNS adalah Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah vyang diberi
wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah,
Peraturan Daeral adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan
persetuiuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang selaniutnya disebut pajak adalali
nungutan dderah atas pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Bahan Galian ,olnnfm* O adalah Bahan Galian Golongan C yang tidak termasuk
bahan Galian Golongan A (strateg:s) dan Bahan Galian Golongan B.

. Ekspleitast Bahan Galian Golongan C adalah Pengambilan Bahan Galian Golongan C

dan sumber alam di da'ami dan atau permukaan bumi untuk dimantaatkan.

. Pajak Daerab, yang selanjuinva disebut  Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan

oleh orang pr .h:uh atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,
yang dapat dipaksarkan berdasarkan FPeraturan Perundang-undangan yang berlaku,
yang cigunakan untuk membiayai penyelenggeran pemerintahan daerah  dan
pembangunan dagrah,

. Badan adalah sckumpuian orang dan / atau persekutuan hukum yang merupakan

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi persercan tevbaias, perseroan comanditer, perseoran lainnya, badan usaha
muilik Negara atzu Dacvah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana nenstun, persekutuan, perkumpulan, vayasan, organisasi nassa,
organisast sosial politih, alae organisasi vang sejems, iembaga, bentuk usaha tetap,
dan bentuk badan latnoya,

Obyek Pajak adaiah setiap pelavanan vang disediakan dengan pembayaraan retribusi.

Perundang-undangan perpajakan daerah diwajiblan untuk melakukan pembayaran
hajak vang terutang, termasuk pémungut atau pemotong pzjak tertentu.

. Masa Paiak adaleh jangka waktu vang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim

atau jangka wakuu lam vang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dacrah.

Tahun Pajak adalah jangrka waktu vang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila

Wajib Pajak menggunakan rahun buku vang tidak sama dengan tahun takwim.

- Pajax yang terutang acdalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa

Pajak , dalam Tahun Pajzk, atan dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
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Pemungutan adalah suatu rengkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek
dan subjek pajak atau retribusi, pencntuan  besarnya pajak atau retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau
Wajb Retribust serta pengawasan penyetorannya.

20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, vang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang

olech Wajib Paiak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran
pajak, Objek Pajak dan / atau bukan Objek Pajak, dan / atau harta dan kewajiban,
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

_Surat Sctoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh

Wajib Pajak digunakan untuk meiakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang
terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk cleh Kepala
Daerah.

. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan

pajak yang menentukan besarnya jumiah pokok pajak.

3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah

surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit
najak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi ad'rnmistr'lsl
dan jumlah yang masih harus dibayar.

24, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat

SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan.

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar disingkat SKPDLB, adalah surat

ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan Ketetapan Pajak Daerah Lebih
Bayar, yang dapat pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada
pajak yang terutangatau tidak seharusnva terutang.

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat

ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk

melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau
denda.

. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan vang membetuikan kesalahan

tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat
Ketetapan Pajak™ Dacrah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerakh;.

. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat

Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat

Keputusan Keberatan vang diajukan olch Wajib Pajak.

. Pembukuan adalah suatu ])r()*;u? pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk

men --m-nn‘L-qrr dAata dan infarmag memmn vana mr‘hnn‘h harta baoviniitaay ":':’_‘i.l.,
penyg dsllan dan biaya, serta jumnliah harga pcroichdn dan penyerahan bardng: dl'lu Jasa,
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi

pacda setiap Tahun Pajak berakhur.

BAB I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

Nara Pajak 11 adziah Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
Obvek Pajak adalah kegiatan pengambiian Bahan Galian Golongan C

) Bahan Galian Golengan C sehagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah
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a. asbes;
b, batu tulis:
c. batu setengab permata;

F i e = i STV S AT 3

d. Dbatu kapur. ’; A QT _Ej‘t
2. batu apung: A B9, 9 & b
. batu permata; T“ﬁ"‘"'}:i,, GATEOTA KUPANG 4

. | BAU HERUN LA AUTrdLl
g. bentontt,
h. dolomit;
1. feldspar;

;. garam batu {halite),
k. grafit;

| granit/andesit;

m. gips;

n. kalsit;
0. kaoling
p. leusit

q. magnesit;
r. mika;
§.  marmer,

{.  nitrat;
u. opsidien;
V. OKer;

w. pasir dan kerikil;

X. pasir kuarsa;

y. perlit;

z. phospat;

aa. talk;

ab. tanah serap (fullers earth);

ac. tanah diatome;

ad. tanah liat:

ae. tawas (alum);

al tras;

ag. yarosif;

ah. zeolif;

al. basal;

aj. trakkit;

Tidak termasuk obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) Peraturan

Daerah ini adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C yang nyata-nyata

tidak dimaksudkan untuk mengambil bahan gahan gelongan C tersebut dan tidak

dimanfaatkan secara ekonomis;

a. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang mengambil bahan
calian golongan C':

b. \wawb Pajaik Pengambilan Bahan Galian C adalah orang pribadi atau Badan
Hukum yang menyelenggarakan pengambilan Bahan Galian Golongan C.

BARB I1i
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 3

Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah mlai jual
hasii pengambilan bahan galian golongan C;

Nilai jna! scbagaimana dimaksud pada ayar (1) Pasal ini dikitung dengan mengalikan
volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-
masing jerms tainan gahian gelongan C;




(3) Nilai pasar dimaksud pada masing-masing jenis bahan galian golongan C ditetapkan
secara periodik oleh Walikota sesuar dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi
setempat;

(4) Harga standar dimaksud ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang
penambangan hahan galian golongan C.

Pasal 4

Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditetapkan sebesar 20% (dua puluh
persen).

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 5

(1) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan'C yang terutang dipungut di wilayah
Daerah tempat pengambilan Bahan Galian Golongan C;

(2) Besarnya pokok Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan
Daerah ini dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat
(1) Peraturan Daerah ini.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 6

Masa pajak adalah satu bulan takwin dalam tahun takwin merupakan waktu untuk
menghitung besarnya Pajak Terutang.

Pasal 7

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan bahan galian
zolongan C.

Pasal 8

(1) Seliap walb patal vand mgnoambil  hahan oslisn Galenesn O pinih amadeis
SPTPD;

(2) SPTPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar
dan lengkap;

(3) SPTPD yang dimaxsud dalam ayat (1) Pasal ini harus disampaikan kepada Walikota
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;

(4) Bentuk ist dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAYAK
Pasai 9
(1) Berdasarkan SPTPD sebagatmana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah
im Walikota menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
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2) Apabila dalam kurun wektu 14 hart Walikota tidak mengeluarkan SKPD maka pajak

terutang ditanggung cleh Pemerintah Daerah;

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang
dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima,
dikerakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) dari pajak terhutang
sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 10

Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9

ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan urtuk menghitung, memperhitungkan dan

meneiapkan pajak sendiri yang terutang;

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat

menerbitkan :

a. SKPDKB:

b. SKPDKBT;

c. SKPDN.

SKPDKR sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a Pasai ini ditetapkan :

a. Apabila terdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang
ndak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2
% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua pulub empat) buian dihitung sejak saat
terutang pajak:

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan galam jangka waktu yang ditentukan dan telah

ditegur secara tertulis, dikenakan sanks: adimimistrasi berupa denda sebesar 2 %

(dua persen) scbulan dihitung dart pajak vang kurang atau terlambat dibayar

untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat

terutangnya pajak;

Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung

secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 %

(dua puluh tnma persen) dan pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa

denda 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat

dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung

scjak saat terutangnya pajak.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini diterbitkan apabila

ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan

penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa

kenaikan sebesar 100 % ( seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ Pasal ini diterbitkan apabila

Jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak

tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKBT sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini tidak arau tidak sepenuhnya dibayar

dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD

ditambah dengan sanksi administrasi denda 2% (dua persen) sebulan;

Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal

ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan

tindakan pemeriksaan.

(@]

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK
Pasal 11

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk olch
Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam  SPTPD, SKPD, SKPDKB,
SKPDKRBT, STPD:



(2} Bendahara penerima/penyetor wajib menvetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x
24 jam kecuali hari libur;

(3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal im
dilakukan dengan menggunakan SSPD:

(4) Dalam hal bendahara penerima/penyetor lalai meiakukan penyetoran selambat-
Jlambatnya | X 24 jam maka. dikenakan sanksi berupa denda 10 % {sepuluh
persen) dart penvetoran bruto.

Pasal 12

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sckaligus atau lunas;

(2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur
pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenubi persyaratan yang
ditentukan;

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus
dilakukan secara teratur dan berturut-turut dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar; '

(4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak  untuk menunda
pembayaran pajak sampai batas wakiu yang télah ditentukan setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari
jumlah pajak vang belum atau kurang dibayar ;

(S) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara
pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
{(4) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 13

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah
in diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal int ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII
BIAYA PEMUNGUTAN
Pasal 14

(1) Kepada tnstansi pemungut dibenkan upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dan
seloran Bruto;

{2) Tata cara pembayaran upah vungut disesuaikan dengan Peraturan Perundang-
undangan vang berlaku.

AR IV
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 15

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal
tindaxan peleksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 {(tujub) hari sejak jatuh tempo
pembayaran;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hart setelah Surat Teguran atau Surat Peringatan atau
surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang;

{3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} Pasal ini dikeluarkan olch Pejabat vang ditunijuk oleh Walikota.
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Pasal 16

(1) Apabila jumlah pajak yang masth harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu
schagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan dan arau surat
lain yang sejenis, jumiah pajak vang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;

(2) Pejabat scgera menerbitkan Sural Paksa setelah lewat 21 (dua pulub satu) hari sejak
tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejents.

Pasal 17

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah
tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 18

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya,
setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor
Lelang Negara.

Pasal 19

Setelah Kantor lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan
felang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 20

3entuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak
daerah ditetapkan oleh Walikota

BAB X
KEBERATAN DAN RANDING
Pasal 21

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat atas
a. SKPD;

1

n. SKPDKE;

c. SKPDKBT;
d. SKPDLB;
e. SKPDN;

-

Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan

perundang-undangan perpajaxan vang berlaku;

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus
disampaikan sccara tertuiis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKPD, SKPRKE, SKPDKBT. SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib
pajak.  atau anggal  pemotongan/pemungutan oleh  pthak  ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal int dengan alasan yang jelas kecuvali apabila Wajib
Jajak  dapat menuniukan bahwa jangka waktu 1tu iidak dapat dipenuhi, Karena

keadaan diluar kekuasaannya:
i

(3) Walikota atau Pejabat dalam jungka waktu paling lama 12 (dua belas) buian sejak
tanggal surat perimchenan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
diterima, sudah memberikan keputusan,

(4) Apabila setelah iewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3} Pasal w1 Walikota  atau Pejabat tidak membertkan keputusan, permohonan
keberatan dianggap dikabulkan:
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(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda:
kewajiban membayar pajak.

Pasal 22

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan dari
Walikota atau pejabat;

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunca
kewajiban membayar pajak.

Pasal 23

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini
atau banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Daerah ini dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan. ;

BAB XI
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 24

(1) Walikota atas permchonan Wajib Pajak dapat :
a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDXBT atau STPD yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan
dalam penr.,rapan Peraturan Peruwdancr-mdqnﬂan Perpajakan Daerah;
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c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan
kenatkan pajak yang terutang dalam hai sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan. pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrast atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oieh
Waiib Pajak kepada Walikota, atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan
alasan yang jelas.

(3) Walikota atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah barus memberikan
keputusan,

(4) Apauha setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal
1 Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan,
pembatalan, pengurangan  ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi
adriinistras: yang dapat dikaoulkan.

BAB X!
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN PAJAK
Pusal 25

(1) Waiikota atas nermononan wajib pajak mengembalikan kelebihan pembavaran pajak;

2) Waiikota atau Pegjabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas ) bulan sejak
diterimanya permolionan pengembalian keiebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat {11 Pasal im harus memberikan keputusan;
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(3) /\pamln jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal int dilampaus

4)

Waliketa atau Pejabat ticdak membenkan keputusan, permohonan pengembalian
kelebihan pembavaran najak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkar
dalam waktu paling lama | (satu) bulan:

Apabila Waiib Pajak mempunvar viang pajak lainnya, kelebiban pembayaran pajak
schagaimana dimaksud pada avat (2) Pasal int langsung diperbitungkan untuk
melunasi terlebin daihuin utang pajak dimaksud;

Pengembalian kelebthan pembavaran pajak dilakukan dalam wakiu paling lama 2
(dua) nulan sejak diterbitkannva "SKPDLIR dengan menerbitkan Surat Penntab
Membayar Keiebsthan Pajak (SPMKPY.

Apabila pengembalian kelebinan pembavaran paiak dilakukan seielah lewat waktu 2
(dua) hulan sepak diterbitkannva SKPDLS, Wahkote atau Pejabat memberikan
imbaian bunga sehbesar 2 % fdua nersen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pajalk.

Pasai 20

Apabila kcicbithan pembayaran pajak  diperhitungkan dengan utang pajak lainnya.
schagam:an dimaksud pada Pasai 23 ayat (4) Peraturan Daerzh ini pembayaren
dilakukan dengan cara pemindabbukean dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai
bukt pembavaran.

BAR Xiil
GUGUR

y ey
2

[eaunl
Hak untuk muiakuian penogrhan pajak gugur setetah melampaur jangka waktu 3
{Jima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajek, kecuali apabl!a wajib pajak
melakukan findak pidana dibrdang pcrpu.il«.‘m daerah:
Gugur penagrhan pajak schagaimana dimaksud avat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
a  Diterbitkan Surat teeuran (Id 1 Surat Paksa atau
b. Ada pengakuan utang pajak dari wajiv pajak langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 28

Pejabat Pegawal Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Dacrah diben

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk metakukan penyidikan tindak Pidana di

bidang Perpajakan Dacrah;

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak Pidana dibidang perpajakan dacrah agar keterangan atau
laporan tersebut m entadi lengkap dan jelas.

b. Meneliti,mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan schubungan dengan tindak
Pidana Perpajakan Daerah.

¢. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak Pidana dibidang perpajakan Daerah.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak Pidana dididang perpajakan daerah.

¢. Melakukan penggeledahan untuk mcndﬂp'uk'u barang bukt
pembukuan,pencatatan,dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan

terhadap bahan buktr.

N
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{. Dalam keadaan perlu dan sangat mendesak penyidik dapat melakukam penyitaan
tanpa surat izin terlebih dahuly, sesaat setelah melakukan penvitaan perlu periu
melaporkan kepada Ketua Pengadilan Neger: setempat.

Meminta bantuan tenage ahli delam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
Pidana di bidang perpajakan Daerah.

h. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas erang
dan atau dokumen vang dibawa schagaimana dimaksud pada huruf ¢ diatas.

1L Memotret seseorang vang herkatan dengan tindak pidang perpajakan Dacrah.

1. Memanggil orang uniuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saks,

k. Menghentikan penvidikan.

I Melakukan tindakan lain yarg perin untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana
di  bidang perpajakan  dacrah  dan  menurut Hukum  yang dapat  di
pertanggungjawabkai.

m. PPNS dapat meminta bantuan teknis penyidikan dan Penyidik POLRIL

(3) Penvidik sebagaimana dimaksued pada avat (1) Pasal ini memberitehukan dimulainya
penyvidikan dan menyvampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum,

BAB XV
~nETTENTUAN PIDANA
Pasal 29

(1) Waphb Pajak vang meianggar keientuan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini dapat
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banvak 2(dua) kel jumlah pajak vang terulang ;

(2) Wajih Pajak vang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 10 DPeraturan
Daerah dapat dipidana dzngan Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda
paling banvak 4 ( emipat ) kali jumlah pajak yang terutang;

(3) Tindak pidana scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 390

Tindak Pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun scjak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa pajak atau
berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan .

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah int maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengoiahan Bahan Gahian C (Lembaran Daerah
Tahun 1998 Nomor ¢, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9 ) dinvatakan tidak
berlaku.



Pasal 33 g Tl

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan Peraturan Dat rak ini
dengan penempatannya dalarm Lembaran Dacrah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 14 Agustus 2002
WALIKOTA KUPANG,

Cap & td

S. K. LERIK
Diundanekan di Kupang
Pada tanggal 19 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,
Cap & ud

NITHANEL NOMESEOH

LEMBARAN DAERATT KOTA KUPANG TAHUN 2002 NOMOR 11
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 06 TAHUN 2002
TENTANG
PAJAR PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGANC

1.7 UMUM.

Pajak Pengombiian Bahan Galian Goiongan C sebelum berlakunya Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah adalah
sumber pungutan retribusi daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas
Undang-Undang nomor i8 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dagrah,
maka perlu dilakukan perubahan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Dacran sesual ketentuan Peraturan Perundzng-undangan yang berfaku.

Untuk 1o Pemerintah Kotz Kupang dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Kupang menetapkan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang
Pajak Pengambilan Banan Galian C.

il PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1s/d 25 o Cukup jelas.

Pasail 20 . Kelebthan pembayaran pajak oieh wajiv pajak
diperhitungkan  untuk  menutup  kewanlan
pembavaran utang pajak lam  roerupakan  hal
prioritas.

Fsid A2 - Cukup jelas.
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